REPUBLIK INDONESIA

No. 342, 2022 KEMENKEU. Jenis. Kendaraan. Bermotor. Dikenai
Pajak Penjualan. Panatausaan Pembebasan.
Pengembalian. Pajak Penjualan. Barang Mewah.
Penetapan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/PMK.010/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
141/PMK.010/2021 TENTANG PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR
YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA
PENGENAAN, PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN, DAN
PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan perubahan sistem klasifikasi barang dan
pembebanan tarif bea masuk atas barang impor tahun
2022, perlu dilakukan penyesuaian sistem klasifikasi
barang pada jenis kendaraan bermotor yang dikenai
pajak penjualan atas barang mewabh;

b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor
141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan
Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang
Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian dan
Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak
Penjualan atas Barang Mewah belum mengakomodir
perubahan sistem klasifikasi barang sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
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Mengingat

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2021
tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang
Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata
Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan
Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas

Barang Mewah;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang
Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa
Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas

Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Menetapkan
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Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6404) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang
Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang
Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6694);

6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1031);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2021
tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang
Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata
Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan
Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 1150);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
141/PMK.010/2021 TENTANG PENETAPAN JENIS
KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PENGENAAN,
PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN, DAN
PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis
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Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas

Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian dan

Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1150), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 18 diubah

sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 18
Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11, dan Pasal 17
tidak berlaku dalam hal adanya realisasi investasi
paling sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun
rupiah) pada industri kendaraan bermotor yang
menggunakan teknologi battery electric vehicles:
a. setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak
tercapainya realisasi; atau
b. saat industri kendaraan bermotor yang
menggunakan teknologi battery electric vehicles
mulai berproduksi komersial.
Dasar Pengenaan Pajak untuk kendaraan bermotor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai
dengan Pasal 11, dan Pasal 17 yang memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku sebagai berikut:
a. untuk kendaraan bermotor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan Dasar

Pengenaan Pajak sebesar 66%% (enam puluh

enam dua per tiga persen) dari Harga Jual;
b. untuk kendaraan bermotor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 menggunakan Dasar
Pengenaan Pajak sebesar ?3§% (tuyjuh puluh
tiga satu per tiga persen) dari Harga Jual;

c. untuk kendaraan bermotor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 menggunakan Dasar



(3)

(4)

(9)
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Pengenaan Pajak sebesar 80% (delapan puluh
persen) dari Harga Jual;

d. wuntuk kendaraan bermotor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 menggunakan Dasar
Pengenaan Pajak sebesar 80% (delapan puluh
persen) dari Harga Jual,

e. untuk kendaraan bermotor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 menggunakan Dasar

Pengenaan Pajak sebesar 867% (delapan puluh

enam dua per tiga persen) dari Harga Jual,
f.  untuk kendaraan bermotor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 menggunakan Dasar

Pengenaan Pajak sebesar 93§% (sembilan puluh

tiga satu per tiga persen) dari Harga Jual; atau
g. untuk kendaraan bermotor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 menggunakan Dasar

. 1 : .
Pengenaan Pajak sebesar 53:% (lima puluh tiga

satu per tiga persen) dari Harga Jual.

Pemberlakuan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan
dengan keputusan Menteri berdasarkan
rekomendasi yang disampaikan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian atas tercapainya besaran realisasi
investasi pada mobil listrik.

Pemberlakuan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk jangka
waktu 2 (dua) tahun setelah adanya realisasi
investasi.

Dalam hal industri melakukan percepatan produksi
komersial kendaraan battery electric vehicles,
Menteri dapat mempercepat pemberlakuan Dasar
Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) berdasarkan usulan dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perindustrian.
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2. Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 31

Dalam hal laman Direktorat Jenderal Pajak atau

laman yang terintegrasi dengan sistem Direktorat

Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal

29 ayat (1) belum tersedia atau tidak dapat diakses,

Orang Pribadi atau Badan dapat mengajukan

permohonan SKB PPnBM ke kantor pelayanan pajak

tempat terdaftar yang ditujukan kepada Direktur

Jenderal Pajak melalui kepala kantor pelayanan

pajak dengan melampirkan dokumen pendukung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4).

Permohonan SKB PPnBM sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sah apabila ditandatangani oleh orang

pribadi, pengurus, pejabat yang berwenang, atau
kuasa sesuai dengan ketentuan = peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), kepala kantor pelayanan pajak dalam

jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah
permohonan SKB PPnBM diterima menerbitkan:

a. SKB PPnBM, dalam hal permohonan Orang
Pribadi atau Badan telah dilengkapi informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2),
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 ayat (4), dan memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5);
atau

b. surat penolakan, dalam hal permohonan Orang
Pribadi atau Badan tidak dilengkapi informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2),
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 ayat (4), dan/atau tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
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29 ayat (5).

(4) Dalam hal permohonan Orang Pribadi atau Badan
ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
b, Orang Pribadi atau Badan dapat mengajukan
permohonan SKB PPnBM kembali.

(5) Wajib Pajak bertanggung jawab terhadap kebenaran
informasi yang diisi atau disampaikan dalam
permohonan penerbitan SKB PPnBM sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) atau Pasal 29 ayat (1).

3. Ketentuan dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan
Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan
atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian
dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian
Pajak Penjualan atas Barang Mewah diubah, sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April

2022.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Maret 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO



A. JENIS

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/PMK.010/2022

TENTANG
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PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 141/PMK.010/2021 TENTANG PENETAPAN JENIS
KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN
TATA CARA PENGENAAN,
PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN, DAN
PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

ATAS BARANG MEWAH DAN

JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI

PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

KENDARAAN
PENGANGKUTAN KURANG DARI 10

BERMOTOR

ANGKUTAN
(SEPULUH) ORANG TERMASUK

ORANG

UNTUK

PENGEMUDI YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Konsumsi

Tingkat

. i Kapasitas x Tarif Pos Tarif/
No Uraian Barang < Bahan Emisi

Mesin Bakar COs PPnBM HS Code
1. Kendaraan bermotor Ex. 8703.21.41
dengan mesin piston Ex. 8703.21.42
pembakaran dalam Ex. 8703,21.44
bolak-balile cetus api Ex. 8703.21.45
dengan kapasitas Ex. 8703.21.51
silinder tidak melebihi Ex. 8703.21.59
3.000 cc, termasuk Ex. 8703.21.99
kendaraan hybrid Ex. 8703.22.41
(kendaraan bermotor Ex. 8703.22.42
dengan kedua mesin Ex. 8703.22.46
piston pembakaran Ex. 8703.22.47
dalam bolak balik cetus Ex. 8703.22.51
api dan motor listrik Ex. 8703.22.59
sebagail motor untuk < 3000 cc > 15,5 < 150 15% Ex. 8703.22.90
penggerak) Jam fliter gram/km Ex. B703.23.54

Ex. B703.23.55
Ex. 8703.23.56
Ex. 8703.23.57
Ex. 8703.23.58
Ex. 8703.23.61
Ex. 8703.23.62
Ex. 8703.23.63
Ex. B703.23.64
Ex 8703.23.65
Ex B703.23.66
Ex. B703.23.67
Ex. 8703.23.68
Ex 8703.23.71

www.peraturan.go.id
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Konsumsi Tingkat
Bahan Emisi
Bakar COz

Kapasitas
Mesin

Tarif Pos Tarif/
PPnBM HS Code

Ex. B703.23.72
Ex 8703.23.73
Ex B703.23.74
Ex. 8703.40.31
Ex. 8703.40.32
Ex. 8703.40.33
Ex. B703.40,56
Ex. 8703.40.57
Ex. 8703.40.58
Ex. 8703.40.61
Ex. 8703.40.62
Ex. 8703.40.63
Ex. 8703.40.64
Ex. 8703.40.65
Ex. 8703.40.66
Ex. 8703.40.71
Ex. 8703.40.72
Ex. B703.40.73
Ex. B703.40.74
Ex. 8703.40.75
Ex. 8703.40.76
Ex. B703.40.81
Ex. 8703.40.82
Ex. 8703, 40.83
Ex. 8703.40.84
Ex. B703.40.85
Ex 8703.40.86
Ex. 8703.40.91
Ex. B703.40,92
Ex 8703.40.93
Ex. B703.40.94
Ex. B703.40.95
Ex. 8703.40.96

No. Urainn Barang

> 11,5 sd 150 s.d.
15,5 200 20%
km [liter gram /km

>93sd = 200 Ex. 8703.60.31
11,5 s.d 250 25% | Ex. 8703.60.32
km [liter gram/km Ex. 8703.60.33

Ex. 8703.60.56
Ex. 8703.60,57
Ex. 8703.60.58
Ex. 8703.60.61
Ex. 8703.60.62
Ex. 8703.60.63
Ex. B703.60.64%
Ex. 8703.60.65
Ex. 8703.60.66
Ex. B703.60.71
Ex. B703.60.72
Ex. 8703.60.73
Ex. 8703.60.74
Ex. 8703.60.75
Ex. 8703.60.76
Ex. 8703.60.81
Ex. 8703.60.82
Ex. 8703.60.83
Ex 8703.60.84
Ex. B703.60.85
Ex. 8703.60.86
<93 =250 40% Ex. 8703.60.91
km /liter gram/km i Ex 8703.60.92
Ex. 8703.60,93
Ex. 8703.60.94
Ex. 8703.60.95
Ex. 8703.60.96
Ex. 8703.90.91
Ex. 8703.90.92
Ex. 8703.90.96
Ex. 8703.90.97
Ex. B703.90.98
Ex. 8703.90.99
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Urainn Barang

Kapasitas
Mesin

Konsumsi
Bahan
Bakar

Tingkat
Emisi
CO;

Tarif
PPnBM

Pos Tarif/
HS Code

Kendaraan bermotor
dengan mesin piston
pembakaran dalam nyala
kompresi (diese]l atau
semi-diesel) dengan
kapasitas silinder tidak
melebihi 3.000 cc,
termasuk kendaraan
hybrid (kendaraan
bermotor dengan kedun
mesin piston
pembakaran dalam nyala
kompresi (diesel atan
semi-diesel) dan motor
listrik sebagai motor
untuk penggerak)

< 3000 cc

> 17,5
km [liter

< 150
gram /km

> 13,0 sd.
17,5
km /liter

150 n.d.
200
gram/km

20%

> 10,5ad
13,0
km [/ liter

=200
s.d. 250
gram/km

25%

> 10,5
km /liter

> 250
gram/km

F0%

Ex. 8703.31.41
Ex 8703.31.42
Ex B703.31.46
Ex. B703.31.47
Ex. 8703.31.51
Ex. 8703.31.59
Ex. 8703.31.99
Ex. 8703.32.54
Ex. 8703.32.61
Ex. 8703.32.62
Ex. 8703.32.63
Ex. 8703.32.71
Ex. 8703.32.72
Ex. 8703.32.73
Ex. B703.32.74
Ex. 8703.32.75
Ex. 8703.32.76
Ex. B703.32.81
Ex. B703.32.82
Ex. 8703.32.83
Ex. 8703.33.54
Ex. B703.33.61
Ex. 8703.33.71
Ex. 8703.33.80
Ex. 8703.33.90
Ex. 8703.50.31
Ex 8703.50.32
Ex. 8703.50.33
Ex. B703.50,56
Ex 8703.50.57
Ex. 8703.50.58
Ex. 8703.50.61
Ex. 8703.50.62
Ex. 8703.50.63
Ex. 8703.50.64
Ex. 8703.50.65
Ex. 8703.50.66
Ex. 8703.50.71
Ex. 8703.50.72
Ex. 8703.50.73
Ex. 8703.50.74
Ex. 8703.50.75
Ex. B703.50.76
Ex. 8703.50.81
Ex. 8703.50.82
Ex. B703.50.83
Ex. B703.50.84
Ex. 8703.50.85
Ex. 8703.50.86
Ex. 8703.50.91
Ex. 8703.50,92
Ex. 8703.50.93
Ex. 8703.50.9%
Ex. 8703.50.95
Ex 8703.50.96
Ex 8703.70.31
Ex. 8703.70.32
Ex. 8703.70.33
Ex. 8703.70.56
Ex. B703.70,57
Ex. 8703.70.58
Ex. 8703.70.61
Ex. 8703.70.62
Ex. 8703.70.63
Ex. B703.70.64
Ex. 8703.70.65
Ex. 8703.70.66
Ex. 8703.70.71
Ex. 8703.70.72
Ex. 8703.70.73
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- 1 2_
Konsumsi Tingkat . 2
No Uraian Barang Kepasitas | Bahan Bl | oo | o
Bakar COy

Ex. B703.70.74
Ex 8703.70.75
Ex B703.70.76
Ex. B703.70.81
Ex. 8703.70.82
Ex. 8703.70.83
Ex. B703.70.84
Ex. 8703.70.85
Ex. 8703,70.86
Ex. 8703.70.91
Ex. 8703.70.92
Ex. 8703.70.93
Ex. 8703.70.94
Ex. 8703.70.95
Ex. 8703.70.96
Ex. 8703.90.91
Ex. 8703.90.92
Ex. 8703.90.96
Ex. 8703.90.97
Ex. 8703.90.98
Ex. 8703.90.99
3. Kendaraan bermotor Ex. 8703.24.4%
dengan mesin piston Ex. 8703.24.45
pembakaran daliam Ex. B703.24.49
bolak-balik cetus ap: >155 < 150 40% Ex. 8703.24.51
dengan kapasitas km/liter | gram/km Ex. 8703.24.59
silinder melebihi 3.000 Ex. 8703.24.61
cc tetapi tidak melebihi Ex. 8703.24.69
4.000 cc, termasuk Ex. 8703.40.31
kendaraan hybrid Ex. 8703.40.33
(kendaraan bermotor Ex. 8703.40.58
dengan kedua mesin > 11,5 s.d. 150 =.d. Ex. 8703.40.67
piston pcmbuknm 15.5 200 50% Ex 8703.40.68
dalam bolak balik cetus km/iiler gram ki Ex. B703.40.77
api dan motor listrik Ex. B703.40.87
sebagai motor untulk Ex 8703.40.97
penggerak) 3 :goouuo"d' Ex. 8703.40.98
Ex. 8703.60.31
Ex. 8703.60.33
>93sd = 200 Ex. 8703.60.58
115 sd 250 | 60% | Ex. 8703.60.67
km/liter | gram/km Ex. 8703.60.68
Ex. B703.60.77
Ex. 8703.60.87
Ex. 8703.60.97
Ex. 8703.60.98
Ex. 8703.90.91
<93 > 250 i Ex. 8703.90.92
km /liter gram/km 7% Ex. B703.90.96
Ex. 8703.90.97
Ex. 8703.90.98
Ex. 8703.90.99
4. Kendarann bermotor Ex. 8703.33.54
dengan mesin piston Ex. 8703.33.62
pembakaran dalam nyala >17,5 < 150 . Ex. B703.33.72
kompresi (diesel atau km/liter | gram/km | 1O% | Bx 8703.33.80
semi-diesel) dengan Ex. 8703.33.90
kapasitas silinder Ex. 8703.50.31
melebihi 3.000 cc tetapi Ex. B703.50.33
tidale melebihi 4.000 cc, Ex. 8703.50.58
termasuk kendaraan >3000sd. | >13.0sd. 150 n.d. Ex. 8703.50.67
hybrid (kendaraan < 4000cc 17,5 200 50% Ex. 8703.50.77
bermotar dengan kedua kem /fliter gram/km Ex. B703.50.87
mesin pembakaran Ex 8703.50.97
dalam nyala kompresi Ex 8703.70.31
(diesel atau semi-diesel) Ex. 8703.70.33
dan motor listrik sebagai >105sd. | >200 | Ex 8703.70.58
motor untuk penggerak) 13,0 s.d. 250 60% Ex B703.70.67
ke fliter | gram/km Ex. 8703.70.77
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Konsumsi Tingkat
Bahan Emisi
Bakar COz

Kapasitas
Mesin

Tarif Pos Tarif/

Usnitis Hurang PPRBM HS Code

Ex. B703.70.87
Ex 8703.70.97
Ex. 8703.90.91
> 10,5 > 250 70% Ex. 8703.90,92
km /liter gram /km Ex. 8703.90.96
Ex. 8703.90.97
Ex. 8703.90.98
Ex. 8703.90.99

Kendaraan bermotor Ex. 8703.80.91
hanya dengan motor Ex. 8703.80,92
histrik untuk penggerak R . i 15% Ex. 8703.80.96

" Ex. 8703.80.97
Ex. 8703.80.98
Ex. 8703.80.99

www.peraturan.go.id
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B. JENIS KENDARAAN BERMOTOR  ANGKUTAN ORANG UNTUK
PENGANGKUTAN MULAI DARI 10 (SEPULUH) ORANG SAMPAI DENGAN 15
(LIMA BELAS) ORANG TERMASUK PENGEMUDI YANG DIKENAI PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

¢ Konsumsi Tingkat .
No. Uraian Barang K"Pg:: ::“ Bahan Emisi P:;:grm p:g L::‘Z
Bakar COa2

1 Kendaraan bermotor Ex B702.30.50
dengan mesin piston =116 <200 15% Ex. 8702.30.71
pembakaran dalam km/jliter. | gram/km Ex. 8702.30.79
bolak-balik cetus api, 5:300Cce Ex. 8702.30.91
termasuk kendaraan <= 11,6 >= 200 20% Ex. 8702.30.99
hybrid (kendarsan km/liter | gram /km Ex. B702.90.40
bermotor dengan kedua Ex. B702.90.71
mesin piston > 11,6 <200 251 | Ex. 8702.90.79
pembakaran dalam 3000 nd kmi /liter gram /km Ex. 8702.90.80
bolak balik cetus api 4(”0’. o Ex. B702.90.90
dan motor listrik = ce L o

11,6 200 s
sebagai motor untuk km/liter gram /km >
penggeralk)

2. | Kendaraan bermotor Ex. 8702.10.60
dengan mesin piston > 13,1 =200 15% Ex. 8702.10.81
pembakaran dalam kem /liter gram /km Ex B702.10.82
nyala kompresi (diesel < 3000cc Ex. 8702.10.89
St <131 | =200 | 0, | EX k7021000

e s km/liter gram /km - 3 X
hybrid (kendaraan Ex. 8702.20.50
bermotor dengan kedua Ex. B702.20.71
mesin piston > 13,1 < 200 25% Ex, 8702.20.72
pembakaran dalam S000 lem /liter gram fkem " | Ex 8702.20.79
nyala kompresi (diesel >s sd. Ex. 8702.2091
atau semi-diesel) dan 000ce <= 13,1 >= 200 itk Ex. 8702.20.99
motor listrik sebagai lem /liter gram /km -
motor untuk penggerak)

3. | Kendaraan bermotor Ex, 8702.40.50
hanya dengan motor Ex. 8702.40.71
listrik untuk penggerak - - - 15% Ex. 8702.40.79

Ex. 87024091
Ex 8702.40.99
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C. JENIS KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KABIN GANDA YANG DIKENAI

PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Konsums: Tinghkat
N : Kapasitas <33 Tarif Pos Tanf/
o Lealsc: Hareos Mesin g‘;';:r" E&"‘ PPnBM HS Code
1 Kendaraan bermotor >15.5 < 150 Ex. B704.31.26
; > 0%
dengan kabin ganda R o B Ex. B704.31.29
dengan mesin piston Ex. 8704.51.26
pembakaran dalam = 300000 1e-1ss5 | 199- | Ex. 8704.51.29
cetus api, gvw tidalk ¥m /liter 200 12%
/ km
melebihi 5 1, termasuk gram/
kendarsan hybrid <=1 ‘1'6 >= 200 15%
(kendarasn bermotor kem /liter gram /lkan
dengan kedua mesin > 155 < 150 20
piston pembakaran Jam / liter gram /lkm &
dalam cetus api dan 150 -
motor listrik sebagmi % 3333():‘"’ 11,6155 200 25%
< c 3 -
motor untuk penggemmk) km/liter gram/km
<= 116 >= 200
i)
km/ liter grom /km e
2 Kendaraan bermotor >17.5 < 150 10% Ex. B704.21 26
dengan kabin ganda km /liter gram /km o Ex. B704.21.29
dengan mesin piston 150 - Ex. B704.41.26
pembakaran dalam s3000ce | 121153 | 200 12% | Ex 8704.41.29
nyala kom:remlldlescl km/liter rsian ki
atau sermi diesel), gvw = =
tidak melebihi 5 t, = ‘li-‘ p 20&1 15%
termasuk kendaraan fliter g /
hybrid (kendarsan > 17,5 < 150 20%
bermotor dengan kedua km /liter gram /km -
mesin piston 150 —
pembakaran dalam > 3000 s.d 13,1-155 200 25
nyala kompresi (diesel < 4000ce km/liter grn;n/km e
atau sermi-diesel) dan
motor listrik sebagai - ‘;" >= 200 30%
motor untuk penggemmk| Jom / liter gram /lan
3. | Kendaraan bermotor Ex. 8704.60.21
dengan kabin ganda Ex. B704.60.29
hanya dengan motor - - - 107
listrik untuk penggerak,
gvw tidak melebihi 51
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D. JENIS KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA YANG DIKENAI PAJAK

-16-

PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Uranian Barang

Tarif

Pos Tarif/
HS Code

Mobil golf (termasuk golf buggy) dan kendaraan semacam itu

. 8703.10.10

Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju,
di pantai. di gunung, atau kendaraan sejenis

Kendaraan bermotor beroda 2 {dua) atau 3 (tiga) dengan mesin
piston pembakaran dalam bolak-balik dengan kapasitas silinder
melebihi 250 (dua ratus lima puluh) oc tetapi tidak melebihi 500
(lima ratus) co

Ex
Ex. 8703.10.90
Ex

. 8703.21.91
Ex. 8703.31.91
Ex B711.30.19
Ex. 8711.30.90

Kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) dengan mesin
piston pembakaran dalam bolak-balik dengan kapasitas silinder
melebihi 500 (lima ratus) cc

95%

Ex. 8703.21.91
Ex. B703.22.90
Ex. 8703.23.71
Ex. 8703.23.72
Ex B703.23.73
Ex. B703.23.74
Ex. 8703.24.69
Ex. 8703.31.91
Ex. 8703.32.81
Ex. 8703.32.82
Ex. 8703.32.83
Ex. 8703.33.90
Ex. 8711.40.19
Ex 8711.40.90
Ex 8711.50.90

Trmiler, semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau
kemah

95%

Ex. 8716.10.00

Kendarann bermotor dengan kapasitas s silinder lebih dari
4.000 (empat ribu) cc

95%

Ex. B703.29.44
Ex. 8703.24.45
Ex. 8703.24.49
Ex. 8703.24.51
Ex. 8703.24.59
Ex 8703.24.61
Ex B703.24.69
Ex. B703.33.54
Ex. 8703.33.62
Ex 8703.33.72
Ex. 8703.33.80
Ex. 8703.33.90
Ex. 8703.40.31
Ex. 8703.40.33
Ex. 8703.40.58
Ex. 8703.40.67
Ex. 8703.40.68
Ex. 8703.40.77
Ex. B703.40.87
Ex. 8703.40.97
Ex. 8703.40.98
Ex. B703.50.31
Ex. 8703.50.33
Ex. 8703.50.58
Ex. B703.50.67
Ex. B703.50.77
Ex. 8703.50.87
Ex. 8703.50.97
Ex. 8703.60.31
Ex. 8703.60.33
Ex. 8703.60.58
Ex. 8703.60.67
Ex. 8703.60.68
Ex 8703.60.77
Ex B703.60.87
Ex. B703.60.97
Ex. 8703.60.98
Ex. 8703,70.31
Ex. 8703.70.33
Ex. 8703.70.58
Ex. 8703.70.67
Ex. 8703.70.77
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Tarif Pos Tariff

Uraian Barang PPoEM HE Code

Ex. 8T03.70.87
Ex. 8703.70.97
Ex. 8703.90.91
Ex. 8703.90.92
Ex. 8703.90.96
Ex. 8703.90.97
Ex. 8703.90.98
Ex. 8703.90.99
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